


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

FAKUTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

BADAN SEMI OTONOM 

I. UMUM  

 Peraturan BEM FHUI tentang Badan Semi Otonom merupakan suatu 

bentuk amanat dari Pasal 11 huruf f PD IKM FHUI yang menyatakan bahwa 

“Membuat peraturan BEM FHUI yang mengikat BEM FHUI dan BSO FHUI  

sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan Peraturan BPM FHUI.” 

Adapun amanat yang diberikan PD IKM FHUI tersebut merupakan kewenangan 

BEM FHUI dalam melakukan pembinaan terhadap BSO FHUI. Pembinaan BSO 

FHUI oleh BEM FHUI ini dapat terjadi karena kedudukan BSO FHUI yang 

berada dibawah BEM FHUI. Berangkat dari kedudukan ini pula, BSO FHUI 

mempunyai tugas untuk melaksanakan Peraturan BEM FHUI. Adapun tujuan 

diundangkannya Peraturan BEM FHUI tentang Badan Semi Otonom adalah agar 

BSO FHUI memiliki panduan dan acuan terhadap pengorganisasian serta 

mekanisme dalam tata cara kepengurusan BSO FHUI.  

 Sejak diundangkannya Peraturan BPM FHUI Nomor 2/BPMFHUI/II/2018 

Tentang Administrasi Kelembagaan, Peraturan BEM FHUI sendiri harus 

melakukan penyesuasaian terhadap peraturan tersebut, karena pada dasarnya 

derajat Peraturan BEM FHUI berada dibawah PD IKM FHUI dan Peraturan BPM 

FHUI. Selain itu, setelah tiga kepengurusan sejak Peraturan BEM Nomor 1 

Tahun 2014 diundangkan, dan dilakukan pengubahan pada tahun 2017, 

terdapat beberapa ketentuan yang tidak efektif dan relevan lagi dengan 

dinamika kemahasiswaan sehingga harus dibuat sebuah Peraturan BEM FHUI 



yang merupakan Peraturan BEM FHUI Nomor 2 Tahun 2018. Hal-hal penting 

yang diatur didalam Peraturan ini antara lain:  

a. Kedudukan, serta asas dan tujuan dari BSO FHUI itu sendiri. 

b. Tata cara pembentukan BSO FHUI, termauk didalamnya syarat-syarat 

serta mekanisme pengajuan pembentukan BSO FHUI kepada BEM FHUI 

dan diteruskan kepada BPM FHUI. 

c. Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban isi dari anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga untuk masing-masing BSO FHUI 

d. Struktur BSO FHUI yang wajib memiliki badan pengurus harian yang 

sekurang-kurangnya terdiri fungsi ketua, sekretaris, dan bendahara 

sebagai standar pengorganisasiaan yang berada di FHUI. 

e. Penjelasan mengenai anggota BSO FHUI beserta kewajiban dan hak 

secara umum dari anggota BSO FHUI  

f. Hak dan kewajiban baik BEM FHUI maupun BSO FHUI sebagai bentuk 

nyata koordinasi antara BEM FHUI dengan BSO FHUI 

g. Prinsip keuangan dari BSO FHUI dan serta bentuk koordinasi keuangan 

BEM FHUI dengan BSO FHUI agar terbentuknya keuangan yang kuat 

dari BSO FHUI. 

h. Sanksi administratif terhadap BSO FHUI yang melanggar Peraturan 

BEM FHUI. 

 

 

 

 

 

 



II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

 Cukup jelas.  

Pasal 2 

 Dalam lingkup lembaga kemahasiswaan FHUI, BSO FHUI berada 
 dibawah koordinasi dan pembinaan BEM FHUI selaku lembaga 
 kemahasiswaan yang belum mandiri dalam pengorganisasiannya. Dan 
 dalam setiap kegiatannya BSO FHUI bertanggung jawab penuh kepada 
 BEM FHUI. 

Pasal 3 

 Huruf a 

  Asas kemandirian BSO FHUI diharapkan dapat mandiri secara  

  pengambilan keputusan, serta juga memiliki  kemauan dan   

  inisiatif dalam menjalankan organisasinya tanpa bantuan dari  

  pihak luar.  

 Huruf b  

  Asas akuntabilitas menandakan bahwa BSO FHUI bertanggung  

  jawab terhadap BEM FHUI dan segala kegiatan BSO FHUI dapat  

  dipertanggungjawabkan baik kepada BEM FHUI, BPM  FHUI,  

  maupun pihak ketiga yang mendukung kegiatan operasional dari  

  BSO FHUI. Selain itu asas akuntabilitas dapat dilaksanakan baik  

  kepada masing-masing individu anggota BSO FHUI dimana anggota 

  BSO FHUI setidaknya wajib melaksanakan anggaran dasar serta  

  anggaran rumah tangga dari BSO FHUI. 

 



 Huruf c  

  Asas transparansi sendiri berarti terdapat keterbukaan dalam  

  BSO FHUI baik kepada BEM FHUI, anggotanya sendiri, dan juga  

  kepada masyarakat luas. Diharapkan dari asas transparansi ini,  

  BSO FHUI memiliki keterbukaan informasi sehingga masyarakat  

  luas dapat menyampaikan saran dan kritik membangun untuk  

  kelangsungan BSO FHUI. 

Pasal 4 

 Cukup jelas.  

Pasal 5 

 Cukup jelas.  

Pasal 6 

 Cukup jelas.  

Pasal 7 

 Cukup jelas.  

Pasal 8 

 Angka 1 

  Setiap BSO FHUI diwajibkan memiliki AD/ART dari BSO itu   

  sendiri yang mana AD/ART merupakan peraturan dasar dari  

  sebuah organisasi dan sebagai acuan bagaimana organisasi   

  tersebut harus berjalan.  

 Angka 2 



  Kewajiban BSO FHUI untuk memiliki nama dan logo menandakan  

  bahwa BSO FHUI memiliki identitas sebagai wadah bagi anggota  

  IKM FHUI untuk menyalurkan minat dan bakat sesuai dengan  

  kompetensi keahlian dari masing-masing BSO FHUI. 

 Angka 3 

  Setiap BSO FHUI juga diwajibkan memiliki program kerja sebagai  

  landasan kerja dari BSO FHUI. Program kerja juga merupakan  

  bukti konkret bahwa BSO FHUI bekerja sesuai dengan kompetensi 

  keahliannya masing-masing. 

 Angka 4 

  Susunan kepengurusan dan nama anggota merupakan suatu hal  

  mendasar bagi setiap organisasi bahwasannya mereka memiliki  

  individu-individu untuk mengurus roda organisasi kedepannya  

  serta untuk kepentingan regenerasi. 

 Angka 5 

  Pernyataan petisi yang berisi dukungan dari anggota IKM FHUI  

  menandakan bahwa pendirian BSO FHUI disetujui baik secara  

  langsung maupun tidak langsung oleh warga IKM FHUI. 

Pasal 9 

 Cukup jelas.  

Pasal 10 

 Cukup jelas.  

Pasal 11 



 Cukup jelas.  

Pasal 12 

 Cukup jelas.  

Pasal 13 

 Cukup jelas.  

Pasal 14 

 Adapun tujuan dibuatnya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua; 

 sekretaris; dan bendahara adalah agar BSO FHUI yang baru terbentuk 

 dapat berjalan meskipun belum memiliki anggota yang cukup untuk 

 memperluas struktur kepengurusan. Selain itu juga agar 

 pengorganisasian BSO FHUI terjamin dari segi kepemimpinan, 

 administratif, dan keuangan.  

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

 Pasal 16 

 Cukup jelas. 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

Pasal 19 



 Cukup jelas. 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

Pasal 21  

 Angka 1  

  Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh BEM FHUI melalui  

  Departemen Perma-BSO dengan BSO FHUI dilaksanakan oleh  

  Departemen Perma -BSO. Rapat koordinasi bertujuan untuk  

  menyusun garis besar pelaksanaan program kerja selama satu  

  kepungurusan sebagai bentuk koordinasi antara BEM FHUI   

  dengan BSO FHUI agar kegiatan lemabaga kemahasiswaan   

  khususnya BSO FHUI dapat tersusun dengan baik . Selain itu  

  juga sebagai rapat koordinasi dilakukan sebagai bentuk   

  pertanggungjawaban BEM FHUI terhadap BPM FHUI.   

 Angka 2  

  Cukup jelas.  

 Angka 3  

  Pencantuman logo BEM FHUI di setiap administrasi BSO FHUI  

  menandakan bahwa BSO FHUI berada di bawah yurisdiksi dan  

  bertanggung jawab penuh kepada BEM FHUI. 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 



 Cukup jelas. 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Huruf a  

  Adapun tujuan dari pembekalan mengenai kewirausahaan adalah  

  agar BSO FHUI dapat kreatif dalam mengatur keuangannya   

  sehingga dapat mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. 

 Huruf b  

  Cukup jelas   

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

Pasal 27 

 Cukup jelas. 

Pasal 28 

 Cukup jelas. 

Pasal 29 

 Cukup jelas. 

Pasal 30  



 Ayat (1) 

  Bentuk peringatan tertulis ini dikeluarkan oleh Departemen   

  Perma-BSO yang berisi mengenai identitas beserta    

  kesalahan yang diperbuat BSO FH UI.  

 Ayat (2) 

  Cukup jelas.  

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

 


